PERATURAN DAERAH Kabupaten Kebumen tentang pemungutan pajak kendaraan dalan Kabu[j

(1)

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

patcen Kebuncen.
Pasal B 1

Didalam kabupaten Kebumen berdasarkan ketentuan-ketcntuan yang berikut dia-
dakan pajak karcne memcgang lkcndaraan dengan nama "pojak kendaraan M.

Yang dimaksudkan dengan "kendaraan" didalai peraturan-daerah ini ialah ken-
daraan naiken atau muzten yang menurut bentuknya dijalankan dengan tenaga o
rang atau howan.

Pﬂsal 2.

Pajak itu dipungut ates menegang sebuah atau beberapa buah kendarasn delan
kabupaten Kcbumen yang dipergunakan untuk pengangkuten orang, binatang atau
barang den digerakkaen dengan tcnaga orang atau howan dijalan umum dalam ka-
bupatcn Kebumen, kecuali kendaraan yang berjelean diatas ril, kercta kanak -
kenak, kenderaan yang dianggep scbagail pernainan kanak-kanak, sepcda kanak-
kenak yang tidak mcmakal ban pompa, grobag keecil beroda dua dan untuk peng-
angkutan barang yeng khusue dipakal diruangan-ruangan (emplascmen-cmplase -
nen) dan digudang-gudang.

Pasal 3.
Pajak ini dikcnekan kcpada sctiep pemegeng sebuah kendaraan atau lebih yang
mempergunakan jalan-jalan umum dalam kabupaten tersebut, satu dan lain sepan
jang kendarman itu tetap atau biasa ditempatkan didalam daerah kabupaten.

Jika pemegang ifm badan hukum, maka dalam peraturan ini yang dianggap seba~
gai tempat tinggal ialah tenpat dimana perusahaannya dijalankan.

Kepala keluarga dianggap sebagai pemcgang kendaraan dari anggauta keluarga
Jjitus

Apabila sebuah kendaraan dipegang oleh beberapa orang, maka pemegang itu ma
sing-masing seseorang bertanggung jawab atas pembayaran pajaknyas

Apabila wajib-pajak adalah orang yang kehilangan hak atas penggunaan milik
harta bendanya, yang bertanggung jawab ialah wakilnya yesng sah dan jika ia
bertempat tinggal diluar Indonesia, kuasanya yang berkedudukan dinegeri ini.

Pasal L.

Besarnya pajak tiap tahun bagi kendaraan-kendaraan:

a.yang dihela oleh orang atau orang:
1.dokar beroda dua dengan memakai ban dari karet Ppe 150,=-
2.gerobag beroda dua dengan memakail ban dari besi/karet " 150 ,==

be.yang dihela atau didorong oleh orang dan tidak dapat dihela oleh hewan:
l.gerobag beroda dua dengan memekai ban dari besi/karet Fe 1504==
2.gerobag beroda tiga dengan memakal ban dari besi/karet" 150,--
3, gerobag beroda enpat dengan memakal ban dari besi/karet ,150,--

Ces ep e daoe Rpe 7Dg=—
d.b e C ak ° . ﬂp. 125,""

Apabila kendaraan seperti disebut dalam pasal 1 ayat (2), diragu ragukan
tentang bentuk serta jenisnya karena tidak disebut dalam pasal ini, maka De
wan Pemerintah Daerah ienetapkan golongannya, dalam mana kendaraan itu dike
nakan pajake

Pasal 5.

Tahun pajak adalah tahun almanak,

Pajak harus dibayar untuk satu tahun penuh, kecuall apabila pemegang kenda~
raan itu dapat menunjukkan bahwa kendaraan tersebut dipegang sesudah tang-
gal 30 Juni dari tahun pajak itu,

Jika wajib-pajak dapat membuktikan bahwa kewajibannya untuk membayar pajak
telah berakhir scbelum tanggal 1 Juli dari tahun pajek yang sedang berjalan
atas permintaannya yang dalam batas waktu satu bulan setelah berakhirnya ke
wajiban membayar pajak terscbut harus sudeh disamnaikan kepada Dewan Pene =
rintah Daerah, kcpadanya dapat diterimakan kembali kclebihan uang pajaknya
separoh dari junlah pajaknya yang telah dibayar lunas untuk tahun pajak itu
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(4) Apabile scsuatu kendaraan telah dibayar lunas pajaknya dalam suatu tahun pa- g
jak dan dalam masa pajak itu beralih kepada pemegang lain, maka pemilik yang

baru tidak dikenakan pajak kendaraan tersebut, keculal dalanm hal kepada peme
gang yang pertama telah dibayarkan kelebihan pajaknya mcnurut ketentuan da-
lam ayat (3) pasal ini.

Pasgal 6.

Pejak tidak dipungut bagi kcendaraan:

a.yang dipegang oleh Badan Perierintahan dan khusus dipergunnkan untuk keperluan
dinas;

b.yang dipegang olch badan amal dan khusus dipergunakan untuk keperluan badan
terschut;

c.yang menilik bentuk serta perlengkapannya dipergunakan untuk kcperluan pengang
tutan jonazah, orang sakit atau buat keperluan Palang Merdhj

deyang termasuks persediaan pedagang-pedagang dan pengusaha-pengusaha pabrik un=-
tuk dijual dan yang dipakai dijalan-umum hanye untuk percobaan.

Pasal 7.

(1) Barangsiapa mcnmcgang kendaraan tidak bermotor didaerah kabupaten Kcbumen, di
wajibkan melaporkan/mcmbayar pajaknya sejak tanggal 1 Januari s/d 31 Maret
dari tahun yang bersangkutan atau dalam waktu 14 hari bagi mcrecka yang baru
memiliki kenderaan dalam bulan-bulan scsudah 31 Marct,

(2) Setelah batas waktu tersebut ayat (1) habis, sctiap pajak kendaraan tidak
be.motor dikenakan denda schagai berikut:

1l.dokar didenda Poe 50 ,==
2.5crobag didenda fe 50, ~-
3.gerobag dorong didenda  50,=-—
Lebccak didenda Rre 50,~-
S5.sepeda didenda Roe 504==

(3) Bagi yang mclalaikan kcwajiban-kewajiban termaktub dalam ayat-ayat dlatas pa
jaknya ditambah dengan lima perseratus darl besarnya pajak tersebut dalam pa

sal Lko
Pasal 8.
(1) Pemecgang kcndaraan diwajibkan membawa kendaraannya yang didaftarken ketempat
) S) J
pendaftarana

(2) Padawaktu pecndaftaran sepcrti discbut pada ayat dimuka, pajaknya harus scka
ligus dibayar lunas kepada penjabat terscbut dalam pasal e

pajak, yang tiap-tiap tahun bentuknya serta cara mencmpatkannya kepada kenda
raan-kcndaraon pula lain-lain hal yeng dianggep perlu, ditetapkan olch Dewan
Pemerintah Dacrah,

(4) Jika sesuatuitanda pembayaran pajak hilang, rusak atau cacat dan dapat dibuk
tikan bahwa untuk kendaraan itu telah dibayar lunas pajaknya, naka untuk gan
tinya dapat dibcrikan tanda pajak duplikat olch penjabat terscbut dalam pa -
sal 7 dengan pcmbayaran uang scbanyak Rele-- (satu rupiah),

Pasal 9.

(1) Untuk kcndaraan-kendaraan yang tidak dikenairan pajak terscbut dalam pasal ©6
sub,a sampal dengan sub.c diberikan tanda-pajak dan jika dipandang perlu da=-
lam bentuk yeng tertentu, dengan dipungut pembayaran uang scbagail pengganti-
an beaya peimbuatan atau onglkos cetak tanda--pajake

(2) Tanda-pajaix ternaksud dalam ayat dimuka berlaku buat mesa-pajak dalan tahun
rmana tanda itu diboerikan,

(3) Ketentuan tcrscbut pada ayat (4) pasal 8 peraturan ini berlaku juga terhadap
pasal ini,

Pasal 10.

la Dacrah Jawa Tengah.

(2) Pemunguten pajak tidak dipertangguhkan karena permintaan untuk mendapatkan
keputusan tertinggi terscbut dalam ayat dinuka,
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(3) Untuk kendaraan yang telah dibayar pajaknya, diberikan tanda-tanda pembayaran

(1) Dalam waktu satu bulan sctelah keputusan Bupati Kepala Dacrah tentang hal di
naksud dalam pasal 4 ayat (2), begitu pula atas segala keputusan lainnya ten
tang kewajiban membayar pajak dapat dimintakan banding kepada Gubernur Kepa-



Pasal 11.

(1) Dengan hukuman kurungan sclama=-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tinggl

(2)

nya . balO0,=~ dihukum :

a.pongoenudi kondaraan dijalan-umum dalam dacrah kabupaten Kcebumen, apabila
kendaraan tcrscbut tidek memakai tanda-pajaks

bepengemudi kendaraan yan; meskipun telah mcmakai tande-pajak akan tetapi da
lai keadaan tertutup atau rusak/cacat demikien schingga tidak dapat dibuk-
tiken bahwa pajak untuk tahun pajrk yong berjalan itu telah dibayar lunas.

Cepongemudl yang nenjalankan kendarsan menurut kotentuan dalam pasal 6 dija-
lan-umum densan meksud lain dari pada yang ditetapkan dalam pasal itu.

depemcgang kendaraan yans menurut ketentuan discbut pasal 7 menjadi wajib-pa
jak akan tetapi melalaiken kewajibannys untuk mendaftarkan kendaraannya ke
pada penjabat terneksud dalam pesal itu.

Larangan mcnurut ketcntuan delam pasal ini tidak berlakus

a.sclama waktu pendaftaran bagi kenderaan yang borsangkutan masih terbuka.
b.untuk kondaraan-kcnderaan terscbut dalam sub d pasal 6.

ceuntuk kcndaraan-kondaraan yan; terpelihara diluar kabupaten Kebumen.

Pasal 12.

Kewajiban untuk mcuenuhi lketentiian-lkctentuan dalam peraturan-daerah ini terhadap
scsuat s badan-hukum terlcéak kepada anggauta-anggauta pengurusnya dan jika ang -
sauta penurusnya tidak ada kcpada wakil badan-~hulum terscbut.

(1)

(1)

(2)

Pasal 13.

Tugas pengawasan tentang berjalannya, pula pongusutan-pengusutan pelanggaran
kctentuan-ketentuan dalam peraturan ini, selainnya kcpada polisi yang berwa-
jib, diserahkan juga kcpada Kcpala Pekerjaan Umum Kabupaten, Kontrolir Kabu-
paten, Pengawas Keuangan Daerah, Opscter, Pemeriksa Pasar, Mantri Pajak Dace-
rah, Kepala Pasar dan pcnjabat tcrmaksud dalam pasal 7.

Penjebat=penjabat terscbut dalam ayat dimulka berhak mominta kepada pengenmudi
kendaraan yang berada dijalan-umum untuk berhenti dan menmceriksa apakah pada
kendaraannya tclah ada tanda-pajak yang berlakus

Penjabat torscbut dalam ayat (1) pasal ini segera membuat proces verbaal da-
ri segala pelanggaran yang didapatinya.

Pasal 1L{-o

Peraturan~-dacrah ini dapat discbut: "Peraturan pajak Kondaraan Kabupaten Ke-
bumen® dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1954,

Scjak saat rnulai berlakunya peraturan-dacrah ini, tidak berlaku lagi " Voer-
tuigen en rijwicl belasting verordening Regentschap Keboemen'" tanggal 3 A -
pril 1933, diundanglkan dalaa Provinciaal Blad tanggal 22 Juli 1933 (Bijvoeg~
sel Scrie C Noe 10) seperti telah beberapa kali diubah dan ditambah, yang
terakhir dengan peraturan~daerah tanggal 24 Mei 1951, diundangkan dalanm Lem
baran Propinsi Jawa Tcngah tanggal 20 Juni 1952 (Tambahan Seri C No. 6).
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